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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  

NOMOR  16  TAHUN  2006 
 

TENTANG 
 

PAJAK RESTORAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 
 
 
Menimbang : a. bahwa Pajak Restoran adalah potensi Pendapatan Asli Daerah yang 

cukup memadai, hal itu ditandai dengan semakin berkembangnya 
usaha restoran/rumah makan yang merupakan salah satu kegiatan 
ekonomi dan memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat 
Kabupaten Bangka Tengah;   

 
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
34 Tahun 2000; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pajak Restoran; 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
2. Undang-Undang Nomor 17 tentang Penyelesaian Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 

 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4048); 
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4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak 
Dengan Surat  Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 129, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 

 
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002  tentang Pengadilan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

 
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4268); 

 
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

 
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom                
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Tahun 2005 Nomor 3); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 

dan 
 

BUPATI BANGKA TENGAH 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN. 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

perpajakan daerah dan/atau retribusi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 
6. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan 

Daerah atas Pelayanan Restoran. 
7. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman 

yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha 
jasa boga atau katering. 

8. Pengusaha Restoran adalah perseorangan atau badan hukum yang 
menyelenggarakan usaha Restoran untuk dan atas namanya sendiri 
atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang 
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.  

10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau 
ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak 
yang terutang. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi 
dan jumlah yang masih harus dibayar.  

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak 
yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang. 
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15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN 
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang 
sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak. 

16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat keputusan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

17. Juru Sita Pajak adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan 
penyitaan dan menguasai barang atau harta Wajib Pajak guna 
dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 
 

 
BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 
 

Pasal 2 
 

(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan 
di restoran. 

 
(2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan 

pembayaran di restoran. 
 
(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) termasuk : 

a. penjualan makanan dan/atau minuman ditempat yang disertai 
dengan fasilitas penyantapannya; dan 

b. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di 
restoran. 

 
 

Pasal 3 

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah pelayanan usaha jasa 
boga/katering. 

 
 

Pasal 4 

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran kepada restoran. 

 
(2) Wajib Pajak adalah pengusaha restoran. 
 

 
BAB III 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 
 

Pasal 5 
 

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan 
kepada restoran. 
 
 

Pasal 6 
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 
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BAB IV 
TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN  

DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 
 

Pasal 7 

Pungutan pajak tidak dapat diborongkan. 

 

Pasal 8 

(1) Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar 
sendiri oleh Wajib Pajak. 

 
(2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan 

menggunakan SKPD. 
 
(3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan 

menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT. 
 
 

Pasal 9 

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah. 
 
(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif 

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

 
 

Pasal 10 

Apabila Wajib Pajak menggunakan mesin Cash register wajib 
memasukkan program pengenaan Pajak Restoran sebesar 10% 
(sepuluh persen) dan kepada konsumen diberikan Nota Cash Register 
sebagai Bukti Pembayaran. 
 

 
BAB V 

MASA PAJAK, TAHUN PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

 
Pasal 11 

 
Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati 
sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terutang. 
 
 

Pasal 12 

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila 
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 
takwim. 
 
 

Pasal 13 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di 
restoran. 
 

 


